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ABSTRAK

Perkentbangan hukum harus mengikuti perubahan zaman dan memperhatikan hak
setiap individu. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap hak-hak tersebut,
globalisasi memainkan peran penting dalam memperkenalkan berbagai ideologi
dan pengaruh dari Iuar. Namun, tidak semua pengaruli ini memberikan dampak
positif atau sesuai dengan hukum, norma, dan nilai yang berlaku di Indonesia, salah
satu permasalahan yang terjadi adalah Transgender. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan jenis kelamin yang diatur
dalam Hukum Positif di Indonesia dan mengaralisis pertimbangan hukum hakim
dalam permohonan pergantian jenis kclamin. Mctode penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif dengan pendskatan perundang-undangan (Statute
Approach), pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan analisis (Analytical
Approach) serta melakukan penerikan kesimpulan secara deduitif, Hasil penelitian

ini menyatakan bahwa prosedur perubahan jenis kelamin distur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tzbun 2006 tentong Administrasi Kependudukan yang

menguraikan prosedur teatang perubahan jenis kelamin. Adapun pertimbangan

hukum hakim yeng berperan penting dalam memutug permohonan perubahan jenis

kelamin dengan mempertimbangkan fakia-fakta yang ferdapat di persidangan.

Kata Kunei : Pertimbangan Hulium Hakim, Perubaban Jenis Kelamin

Transgender
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila.! Dalam
konteks dimensi vertikal, segala ukuran kebenaran dan keadilan harus
dikontrol dengan nilai ketuhanan yang maha esa. Ketika norma-norma
kehidupan telah dibentuk, dan dalam pembentukannya mengacu pada nilai
ketuhanan yang maha esa, maka segenap komponen bangsa hendaknya
berupaya taat dan patuh pada norma-norma tersebut.? Hukum tersebut tentu
harus sesuai dengan perkembangan zaman dan hak setiap individu, seiring
perkembangan jaman tuntutan hak menjadi semakin banyak dan tidak terlepas
dari globalisasi yang memudahkan masuknya ideologi-ideologi dan pengaruh
dari luar. Tetapi tidak seluruh pengaruh dari luar membawa dampak positif dan
sesuai dengan hukum, norma dan nilai yang berlaku di Indonesia. Contohnya
ideologi tentang gender yang sedang banyak menjadi topik kontroversial di
dunia Internasional.

Ideologi gender (jenis kelamin) merujuk pada gagasan bahwa peran gender
yang berbeda tidaklah merupakan hal yang alami atau terkandung dalam tubuh
seseorang, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan
interaksi antara individu dalam masyarakat. Proses ini menghasilkan

perbedaan-perbedaan gender yang beragam dan tidak terikat pada jenis

! Muhammad Taufig, Pramono Suko Legowo, 2022, Pancasila Sebagai Sumber Hukum
dan Penjabarannya Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Purwokerto: Magister Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, him. 1

2 Sudjito, 2007, Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan IImu Hukum,
Yogyakarta: Fakuktas Hukum Universitas Gadjah Mada, him. 3



kelamin biologis seseorang. Dengan demikian, gender dianggap sebagai

sebuah konstruksi sosial yang terus berubah seiring dengan perubahan nilai dan

norma dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman nilai dan norma dalam masyarakat
pasti terus mengalami perubahan yang dimana gender dianggap sebagai
konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat dikenal sebagai lesbian, gay,
bisexual, dan transgender (LGBT). LGBT memiliki pengertian sebagai
berikut:®
1. Lesbian, yaitu seorang homosexual perempuan; perempuan Yyang

mengalami percintaan atau tertarik secara seksual kepada perempuan lain.
Istilah lesbian juga digunakan untuk mengexpresikan identitias seksual
atau perilaku seksual berkaitan dengan orientasi seks.

2. Gay, yaitu pada dasarnya adalah istilah yang merujuk kepada seorang
(laki laki) homosexual, yaitu laki laki yang berhubungan dengan sesama
sejenis atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.

3. Bisexual, yaitu ketertarikan secara romantis, perilaku sexual atau
ketertarikan secara sexual kepada laki laki dan perempuan atau
ketertarikan secara sexual kepada semua jenis kelamin.

4. Transgender, yaitu identitas gender seseorang yang merasa identitas
gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir. Istilah

transgender di Indonesia lebih banyak dikenal sebagai Waria.

3 Rita Damayanti, 2015, Laporan Kajian Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay,
Bisexual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tanggerang, Depok: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas
Indonesia, him. 3



Sesuai dengan pembahasan diatas, maka fokus pembahasan penulis pada
penelitian ini mengarah kepada Transgender. Kata Transgender pertama Kkali
muncul di media cetak Amerika pada tahun 1965, dan mulai digunakan secara
luas pada tahun 1990-an.* Terdapat 2 macam Transgender, yaitu perubahan
dari jenis kelamin perempuan ke laki-laki, artinya memiliki tubuh perempuan
akan tetapi jiwanya bersifat laki-laki, dan perubahan dari jenis kelamin laki-
laki ke perempuan, artinya memiliki tubuh laki-laki akan tetapi jiwanya
bersifat perempuan.® Oleh karena itu pengidap Transgender seringkali
melakukan operasi ganti kelamin, operasi ganti kelamin adalah operasi
pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan
atau sebaliknya. Mengubah jenis kelamin laki—laki ke perempuan dilakukan
dengan cara memotong penis dan testis, kemudian dibentuk kelamin
perempuan, dan membesarkan payudara. Sedangkan mengubah jenis kelamin
perempuan menjadi laki—laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup
saluran kelamin perempuan, serta menanamkan organ genital laki—laki (penis).
Operasi ini juga diikuti dengan terapi psikologis dan terapi hormonal.®
Keputusan seseorang untuk melakukan perubahan jenis kelamin merupakan
hal yang cukup sulit, seorang transgender harus melakukan beberapa konseling

dan mengikuti prosedur yang berlaku.’

4 Cristan Williams, 2014, Transgender, TSQ: Transgender Studies Quarterly, Durham:
Universitas Duke, him. 232

5 Yash, 2010, Transeksual: Sebuah Study Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan
ke Laki-Laki, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, him. 17

6 Atigah Hamid, 2012, Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari, Diva Press, Yogyakarta,
him. 139

"1 Nyoman Satria Perwira, Ida Ayu Putu Widiati, Diah Gayatri Sudibya, 2021, Perubahan
Status Jenis Kelamin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.
2, No.1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, him. 76



Pada dasarnya, di Indonesia aturan mengenai prosedur penggantian jenis
kelamin transgender memang belum diatur secara khusus. Akan tetapi,
terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan
status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia
yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah
kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan
anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan® diatur bahwa pencatatan
peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas
permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan
negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang
dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” dijelaskan dalam Penjelasan
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang

ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana,

8 Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)



antara lain perubahan jenis kelamin, sehingga perlu didahului dengan

penetapan dari pengadilan negeri untuk kemudian dicatatkan pada instansi

pelaksana.”

Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
administrasi kependudukan. Pelaporan perubahan jenis kelamin ini merupakan
kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:®

”Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa

penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi

persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.”

Adapun pengaturan pergantian jenis kelamin telah diterbitkan peraturan
pelaksana dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana dalam
penjelasan Pasal 58 ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil’® menyatakan pencatatan pergantian jenis

kelamin sebagai salah satu peristiwa penting lainnya memerlukan salinan

9 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

10 jhat Pasal 58 ayat (1) huruf A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)



penetapan pengadilan negeri. Adapun selain syarat penetapan pengadilan,
untuk melaporkan perubahan jenis kelamin, data yang harus dilengkapi adalah:
a) KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Dalam kasus pada penelitian ini, penulis membahas dua kasus permohonan
pergantian jenis kelamin yaitu pada kasus pertama pemohon atas nama
Theresia Wulandari Dwi Pratiwi mengajukan permohonan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cirebon yang terdaftar dalam register perkara dengan
nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn pada tanggal 21 januari 2019. Pemohon
mengajukan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin kepada
Pengadilan Negeri Cirebon. Pemohon adalah seorang yang berjenis kelamin
perempuan yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24 Juli 1995.

Berdasarkan keterangan pemohon, keinginan mengganti nama dan jenis
kelamin dari Theresia Wulandari Dwi Pratiwi menjadi Theodore Ethan Noel
dan dari jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki berdasarkan oleh hasil
pemeriksaan sebanyak dua kali oleh psikiater Jakarta dan dua orang psikiater
Thailand yang ditemukan hasil bahwa pemohon terdiagnosis Harry Benjamin
Syndrome. Berdasarkan keterangan saksi Yohanes Pranata Priyo Prakoso
selaku kakak kandung pemohon, pada tanggal 7 November 2016 pemohon
telah melakukan operasi pengangkatan kelamin dan payudara sehingga pada
tubuh pemohon tidak lagi ditemukan organ tubuh perempuan di rumah sakit
Yanhee International Thailand. Selain itu pemohon juga menyuntik hormon

sehingga suaranya terdengar seperti laki-laki.



Pengajuan permohonan pergantian nama dan status jenis kelamin dari
Theresia Wulandari Dwi Pratiwi menjadi Theodore Ethan Noel dan dari jenis
kelamin perempuan menjadi laki-laki ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa
secara sosiologi masyarakat Indonesia adalah makhluk yang percaya akan
adanya Tuhan, dengan mana selain Indonesia adalah negara hukum terbalut
juga sendi Teologis. Tuhan menciptakan manusia terdiri dari jiwa dan raga.
Ketika jiwa beridentitas sebagai laki-laki sedangkan pada raga menunjukan
sebagai perempuan, hal demikian bukan berarti serta merta sebagai dasar untuk
mengajukan perubahan kelamin, yang mana hal itu adalah anugerah yang
Maha Kuasa. Sebaiknya permohonan ganti kelamin selain harus membuktikan
dimensi kejiwaan dan juga membuktikan pada aspek fisik, pembuktian aspek
fisik inilah yang tidak dibuktikan Pemohon.

Pada kasus kedua yaitu pemohon atas nama Theodora Victory Divine Grace
anak Perempuan dari seorang ibu Evieningsih Hendrica Casino mengajukan
permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar
dalam register perkara dengan nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr pada tanggal
4 februari 2020. Pemohon mengajukan permohonan perubahan keterangan
gender dan nama pada kutipan akta kelahiran pemohon tertanggal 9 desember
1998 milik pemohon yang semula disebutkan anak perempuan menjadi anak
laki-laki serta yang semula disebutkan bernama Theodora Victory Divine
Grace menjadi Theodore Victory Divine Grace.

Berdasarkan keterangan pemohon bahwa pemohon telah melakukan operasi
pergantian kelamin, sehingga sekarang pemohon telah memiliki bentuk fisik

termasuk alat kelamin layaknya laki-laki pada umumnya. Pemohon



melampirkan bukti surat keterangan pernyataan medis dari dokter spesialis
kedokteran jiwa atau psikiatri Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.K.J. yang
berpraktek di RS. Premier Jatinegara, surat tersebut menerangkan bahwa
Theodora Victory Divine Grace, umur 26 tahun sudah sebanyak 3 kali datang
berkonsultasi dengan diagnosis Gender Dysphoric dan siap menjalani tahapan
terapi dan melakukan penyesuaian identitas jenis kelamin. Kemudian bukti
berikutnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh ahli bedah plastik Sutin
Khobunsongserm, M.D. yang berpraktek pada pusat operasi plastik aestetik
yang berada di Thailand dan diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan
resmi Anang Fachrudin yang berisi pernyataan bahwa Theodora Victory
Divine Grace adalah pasien yang telah di diagnosa sebagai transeksual yang
muncul dengan alami dengan jenis kelamin sebagai laki-laki. Pada tanggal 15
agustus 2015 telah dilakukan Mastektomi (operasi pengangkatan payudara)
dan Metoidioplasty (prosedur bedah untuk merekayasa bentuk alat kelamin
pria). Metoidioplasty direkomendasikan untuk orang yang terlahir dengan
gangguan kongenital yang disebut aphallia, jenis penyakit langka dimana
seorang anak laki-laki terlahir tanpa penis.

Berdasarkan keterangan saksi Tabitha Sekar Arum Lanayu sebagai kakak
perempuan pemohon bahwa orang tua saksi akhirnya menerima setelah saksi
menengahi pemohon dengan orang tua, bahwa pemohon diterapi di Indonesia
dan pemohon melakukan operasi transgender di Bangkok dan membayar
operasi tersebut kurang lebih 100 juta dan dirawat selama 2 minggu, bahwa
orang tua saksi akhirnya mengijinkan pemohon untuk merubah keterangan

gender atau jenis kelamin.



Pengajuan permohonan pergantian nama dan status jenis kelamin Theodora
Victory Divine Grace menjadi Theodore Victory Divine Grace dan mengganti
keterangan gender yang semula disebutkan anak perempuan menjadi anak laki-
laki diterima oleh hakim dengan pertimbangan menurut ketentuan Pasal 56
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa, pencatatan peristiwa
penting harus dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil atas permintaan penduduk
setelah adanya Penetapan Pengadilan dan Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa
menurut hukum Pemohon memenuhi syarat untuk diberikan izin untuk
merubah keterangan gender atau jenis kelamin pada kutipan akta kelahirannya
dari semula berjenis kelamin perempuan menjadi berjenis kelamin laki-laki
benar karena adanya “kelainan” yang dialami Pemohon selaku penyandang
Gender Dysphoric dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
permohonan beralaskan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian dua kasus di atas dimana terdapat dua kasus
permohonan perubahan jenis kelamin dengan kasus pertama permohonan
pergantian jenis kelamin yang ditolak dan kasus kedua permohonan pergantian
jenis kelamin yang diterima, maka penulis tertarik untuk membahas secara
ilmiah dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul ”Pertimbangan Hukum
Hakim Terhadap Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Studi Putusan

No. 7/Pdt.P/2019/PN Cbn dan Putusan No. 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.)”.



10

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan perubahan jenis kelamin berdasarkan hukum
positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam permohonan pergantian
jenis kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.P/2019/PN

Cbn dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan dari penulisan
skripsi ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perubahan jenis kelamin
yang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
permohonan pergantian jenis kelamin pada Penetapan Pegadilan Negeri

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Cbn. Dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perkembangan ilmu

hukum perdata dibidang pergantian jenis kelamin.
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2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi
masyarakat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi
pemerintah yang dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk
kebutuhan peraturan-peraturan hukum para penegak hukum dan untuk
melaksanakan kebijakan salah satunya menjamin Hak Asasi Manusia

terkhusus Hak Perseorangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas terkait Pergantian Jenis
Kelamin, pembahasan dalam skripsi ini ditinjau Melalui Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. dan pengaturan perubahan jenis
kelamin berdasarkan hukum positif di Indonesia, terlebih lagi penulis
menitikberatkan pula dengan pertimbangan hakim dalam permohonan
pergantian jenis kelamin pada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor

7/Pdt.P/2019/PN Cbn. Dan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.

F. Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Hukum memiliki peran penting sebagai aturan atau norma yang

diterapkan dalam suatu negara dan digunakan sebagai panduan bagi



12

masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan hukum. Tujuan utama dari hal
ini adalah untuk mencapai keadilan, memberikan manfaat, dan menjamin
kepastian hukum. Kepastian hukum, seperti yang didefinisikan dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada keadaan atau situasi yang
jelas, ketentuan yang pasti, dan ketetapan yang tegas.**

Apabila mengulas mengenai kepastian hukum hal tersebut sangat
mengikat kaitannya dengan validitas atau dasar dari norma dalam peraturan
itu sendiri karena bersifat memiliki kekuatan hukum, dapat disimpulkan
validitas merupakan kekuatan hukum. Menurut ahli hukum yang bernama
Bruggink membagi validitas atau keberlakuan norma menjadi tiga kategori
yakni : Pertama, validitas faktual, validitas normatif dan validitas evaluatif.
Validitas adalah spesifikasi dari eksistensi norma.!2

Suatu norma adalah valid, karena norma merupakan suatu pernyataan
yang menggambarkan bahwa norma tersebut memiliki kekuatan mengikat
terhadap orang yang diatur perilakunya. Aturan adalah hukum yang valid
dapat disebut norma dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi karena
memiliki kekuatan hukum.

Menurut Radbruch, terdapat empat hal yang berhubungan dengan
makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa
hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan tersebut pasti

berdasarkan dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta)

11 Kepastian (Def.4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses
Melalui Https://Kbbi.Web.ld/Pasti, Pada 5 September 2023. Pukul 01:00 WIB.

2 Dr, Mr. JJ.H. Bruggink, 1999, Refleksi Tentang Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti,
him. 147

13 Jimli Asshiddgie Dan Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta,
Konstitusi Press., him. 35
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harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan
dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif
tidak boleh mudah berubah.*

Nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum terhadap
setiap warga Negara merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam
kepastian hukum. Nilai yang terkandung dalam kepastian hukum
memberikan perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang dari
kekuasaan. Sehingga hukum memberikan perlindungan sebagai jaminan
kepada setiap warga negara sebagai wujud dari pertanggungjawaban negara.
Hal tersebut memiliki hubungan yang erat terhadap instrumen hukum yang
positif dan peran negara dalam memanifestasikannya dalam hukum
positif.t°

Berdasarkan uraian diatas, teori kepastian hukum merupakan dasar dari
prinsip hukum yang penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk
memastikan bahwa permohonan pergantian jenis kelamin pemohon adalah
jelas dan dapat dipahami oleh semua orang oleh karena itu teori kepastian
hukum dianggap relevan dengan kasus ini untuk memberikan validitas atau

dasar dari norma-norma yang ada dalam peraturan di Indonesia.

14 Sulardi, Yohanna Puspitasari Waluyo, 2015, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan
Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.BIt),
Jurnal Yudisial, Vol.8 (3), him. 259

15 Nyoman Gede Remaja, 2014, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, Jurnal Hukum,
Vol.2 (1), him. 2
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2. Teori Pertimbangan Hakim
Pertimbangan atau Considerans merupakan dasar dari pada sebuah
putusan. Yang termuat dalam bagian pertimbangan atau Considerans ini
adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawabnya pada
masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh
karenanya memiliki nilai objektif. Pertimbangan dalam putusan dibagi
menjadi 2, yaitu :1°

a. Pertimbangan tentang duduknya perkara, yaitu harus memuat :
ringkasan gugatan dan jawaban, alat-alat bukti yang diajukan di muka
persidangan, sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok
sengketa, dan caranya pemeriksaan dilangsungkan.

b. Pertimbangan tentang hukumnya, yaitu harus memuat : hal-hal yang
diakui atau tidak disangkal, pokok persoalan, analisis secara yuridis
mengenai segala faktor atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
pertimbangan hukumnya yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut,
yang harus disusun secara logis dan sistematis agar saling berhubungan
dan saling mengisi alasan yang cukup daripada pertimbangan hukum
tersebut, dan semua bagian dari petitum penggugat harus diadili satu
demi satu.

Dalam proses beracara, terdapat pembagian tugas yang tetap antara para
pihak dan juga hakim, yaitu para pihak harus mengemukakan peristiwanya

atau faktanya, sedangkan hakim bertugas mengenai penetapan, keputusan

16 Annisa, FN., 2017, Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Lex et Societatis Vol 5, No
3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. him. 5
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serta hukumnya.l” Dalam pemutusan suatu perkara, para hakim harus
melakukan hal tersebut dengan seadil-adilnya dan sesuai prosedur serta
aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoon, seorang hakim
haruslah menyesuaikan Undang-undang dengan aktor-faktor yang konkrit,
kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan apabila diperlukan hakim
haruslah menambah Undang-Undang.8

Teori pertimbangan hakim memiliki Kkorelasi pada kasus ini
dikarenakan hakim memutus perkara berdasarkan gugatan dan jawaban,
alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, sehingga dapat
dimengerti apa yang menjadi pokok sengketa, dan caranya pemeriksaan
dilangsungkan dan dianalisis secara yuridis dan non yuridis mengenai

segala faktor pembuktian pergantian jenis kelamin di persidangan.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan rangkaian yang membuktikan secara umum
dengan tujuan yang sama guna untuk memberikan kepastian tentang
kebenaran dari suatu kejadian. Tindakan membuktikan dalam suatu
persidangan memang digunakan pengertian pembuktian secara yuridis yaitu
pembuktian di persidangan tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang
logis dan mutlak, oleh karenanya dalam pemeriksaan bukti-bukti
dipersidangan dikenal dengan istilah hal-hal yang mendekati kebenaran.

Akan tetapi sebenarnya jika dianalisa lebih dalam lagi dalam hal-hal tertentu

17 Ahmaturrahman, 2020, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Indralaya, Universitas
Sriwijaya, him 107

18 E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang, 1998, Pengantar Dalam Hukum Indonesia,
Jakarta, Sinar Harapan, him, 204
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dapat juga terjadi pembuktian di persidangan itu bersifat logis dan mutlak.*®
Karakteristik dalam pembuktian perdata adalah audi et alterem partem yaitu
pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya tersebut.?

Teori pembuktian memiliki korelasi pada kasus ini diperlukan
pembuktian yang kuat di persidangan yang mana pada dua kasus diatas
terdapat satu permohonan yang ditolak dan satu permohonan yang diterima

berdasarkan perbedaan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi
ini, yakni sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian mengacu pada data, bahan tertulis yang berkaitan
dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Oleh karena itu dalam
melakukan penulisan karya ilmiah ini penyusun menggunakan jenis
penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan

disertai data pendukung atas data primer.?

19 Syarifuddin Pettanase Dan Sri Sulastri, 2018, Hukum Acara Pidana, Palembang,
Universitas Sriwijaya, him. 185-189

20 Hendri Jayadi Pandiangan, 2017, Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif
Hukum Acara Pidana Dan Perdata, Jurnal Hukum, VVol.3, No.2., him.17

2L Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, Metode Penelitian Normatif, Rajawali,
Jakarta, him. 15
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan langkah atau metode dari suatu

rancangan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa metode

pendekatan dalam penelitian ini antara lain:?

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-undangan adalah metode pendekatan yang
digunakan dalam sebuah penelitian dengan cara meneliti berbagai aturan
hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis studi berupa telaah
terhadap kasus yang mempunyai hubungan signifikan dengan isu yang
dihadapi melalui putusan pengadilan.

c. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)
Pendekatan analisis pada penulisan ini adalah mengetahui makna yang
dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-
undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya

dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. Bahan Penelitian Hukum
Di dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan

sekunder yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

22 Johny lbrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Banyumedia Publishing, him. 46
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer (primary resource), yaitu sumber hukum yang

mengikat, meliputi hierarki peraturan perundang-undangan.?® Dalam hal

ini meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai

permohonan pergantian jenis kelamin yaitu :

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 184)

Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Chn
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN

Jkt. Utr.

23 Rahman Amin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, him. 62
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder (secondary resource), yaitu sumber hukum
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi
literatur, hasil penelitian ilmiah, dan buku referensi literatur serta
rancangan Undang-Undang.?* Dalam hal ini berkaitan dengan pergantian

jenis kelamin.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang lebih memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

seterusnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.?®

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik Pengumpulan Bahan yang akan digunakan penulis pada
penelitian ini ialah Dokumenter dan metode studi kepustakaan dan dibantu
dengan teknologi melalui media elektronik. Dokumenter merupakan suatu
metode dengan menggunakan cara penulis mengumpulkan bahan hukum
untuk dianalisis. Sedangkan metode studi kepustakaan, yaitu melakukan
penelusuran bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang
berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah
diselesaikan dengan cara melakukan kegiatan membaca, mencatat,

mengutip serta melakukan penelusuran dengan teknologi seperti melalui

24 1bid, hlm. 62
25 Soerjono Soekanto, 2018, Penelitian Hukum Normatif, Depok, Rajawali Pers, him. 12
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internet yang kemudian hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang
akan dibahas di dalam skripsi.?® Teknik pengumpulan bahan tambahan
meliputi studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan

(kuesioner), dan pengamatan (observasi).?’

. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat
nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum
tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif
yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan
kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian di

analisa dengan bentuk kesimpulan.

Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif sebagai teknik
penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode
berpikir deduktif menggunakan penarikan suatu kesimpulan yang dimulai
dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan

menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).?

Empiris,
18-19

him. 111

%6 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, him. 160
27 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, him.

28 Beni Ahmad Soebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Pustaka Setia,
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